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v Menimbang

Mengingat

ia.

b.

c.

: l.

c

bahwa dalam ralgka rangka mewujudkan pengelolaan dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja
yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tepat
waktu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa untuk menyempurnakan ketentuan penatausahaan aset
tetap dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahl.:rr 2022
tentalg Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu
dilakukan perubahan kedua;

bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 18221;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor46 14);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoneisa Tahun 2005 Nomor 138, Tambahal kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O7O Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O\9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O13 Nomor 1425);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 202O Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor

19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 terrtarrg Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahurr 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O22 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3l );

11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 30) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 61

Talrun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tala Toraja
Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntalsi
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2022 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O23 Nomor 62),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2Ol7 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor
28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah, pada angka 13. Akuntansi Aset Tetap
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Menetapkan
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Pasal tr

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah I(abupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Maret2O24

TANATORA"IA

FILUS ALI,ORERUNG

Diundangkarr di Makale
pada

\/
Maret2O24

DAERAH KABUPATEN TANA TORA"'A,

RUDHY I LOLO

BERITA KABI,JPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2024 NOMOR 09

v
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I,AMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANA TORJA
NOMOR
TENTANG
PERUBA}IAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI TANA TORA.IA NOMOR 30 TAHUN
2022 TEIVTANG KEBIJAKAN AKUI{TANSI
PEMERINTAH DAERA}I

13. AKIIN,TAITSI ASEtr TETIIP

Perqrat-parag"df gdns dlfuills deagan lutttJ tebal da;n mrtrllr.g odo,lah
peragral lceblla.lcag gaag hor,rts dlbolca dalam korzrteks paragraJ-paragra!
petttelo,*n gatug dltttlts dengan lutttJ blaw dan Kerangka Konseptuo,l KebtJalcaa
Als.tata nsl Penerlntah Iherah d.alann hal llrrt Pemerlnta,Iz Xo,.bttpottin Tolna To@*

\- PEITDATII'LUAIY

TuJuaa

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset
tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset,
penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian
kembali dan penurunan nilai tercatat (conging uolue) aset tetap.

Ruang Ltngkup

KeblJakan A*l,ntc,o,.sl lnl dlteragkaa untrtk *lunth ulzrlt Pemerlntah lro,erw.h
gang rzaeragQlko,n lapotw keuc,ngan unfitk twJuan umtm d.an metugadn
teatang pe"lalstan alrr.ra,tanslngq, tetma.suk pengakr,tan, penllo;lc;4 pengqllqry
dan pengungkapa;n gang dlperlukan-

Kebijakan Akuntarrsi ini tidak diterapkan untuk :

(a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regeneratiue natural
resources); d,arr

(b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggatian mineral, minyak, gas alam, dan
sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regeneratiue
nahtral resources)-

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan
untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a)
dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEEIIIISI

krlhi trdalc,h lstlla,h-lstflah gerq dlgano.rcattt dd.lam lcefiJ@tcen atrrtnta nsl
dengan pnger.dott:

Aset dd.a,lah surnber daga ekonomt gqng dlklaaso:t d,an /atau dtmfltkl oleh
Pemerlntah Dcera,h *bagal cklfut darl perlstlwa mas. tatu d,an dani. mas
nonlaat eko'['oml dot{atau goslal dt ma* depan dlharaplcan dapat
dlterclefu balk olch Pemerl;ata,h lrlrerc.h naulrun n$yfia.kort, serta daltdt
dlukr dq,lam satuolz u.rrtg, tennasuk sunber daga nonkeuarnga:n Wng

1

2

3

4.
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dlperlulcaa unfi.tk pen:gedlean Ja.* bagl rmasgo;rukat urnur,tn dan sunber-
sumber daga gang d$rcllha,rlr kanelna alasu,n xJanzh do,n htdaga.

Aset tetao adalah a.*t, berurujud yang merryrungal nz* nanJaat leblh dari
72 (dua belas) hilan untuk dlgunakqn dalam keglatan Pemerlatah Daerq.h
atau dhnnfaatksn oleh mo.sgarakat umurn

Aset,tetao uanq dlaeroleh dalam tttott uano a.slng adalah mata uang sela;ln
mlta uang 8rrytah dlmana rnata udng c'slng dlkorutersl ke mata uang ntplah
dengan lrr,rs tengah Baak Indonesla pada so,o;t tedadf tran*ksl

Blaaa oerolehn adalah tumlah ktrs dtau *tara lcas gang dlbagarkan a,ta,u
nllal wotar tnbalan lo;ln gang dlherlkan unfttk memleroleh suo;fut a,set pada
saat perolehan @tau konstntksl *mpal dengan a,srt ter*bttt dalam kondlsl
dan tE ryrc:t gang slrrp unhtk dtperguaalean.

Ma,* nsnfsat adalafu

(Q Pedode suc,ttt d*t dllutzplcala dlgtnakan untuk alstlvltas pemerlntaltan
da n/attu pelagatan pftllk; atau

(b) &tnlala prcduksl dtau unit erupa gang dlharaplean dlpercleh dara a.*t
untuk alctiultas pentrl{;ntrrrtrrn da n latant pelaganan ;zr}lllc.

tif,l,t tcrcdtdt Icsrrvlne enorrntl oset odolo.h nllat h ctt a.*t, gdttg dlhltung
dan'l blaya petolehaa sudttt d,*t *teleh dllanrungt okumulr.sl perrgrr.sutalt

Iifrlal ualar ada'lah nllal tukar a.set dtdu penyelcsalan lcewQihan antar ffhak
gang rnema.hanml daa berkelaglnan untuk rnclrrkukaa tra,nsaksl woJar.

OVE,R HAW a,set tetaD adelah keglatan peaam.bahan, perbalkanr, d.an atau
penggantldn petz,lataa meslln a*t tetap deagan makstd. mcnlngleatka,n fi.as.
manJaa\ /rr.io'lltas d.an a,tant kdpasltas.

Penuusuttn adabh o,blcasl slstelrna,tls atas nllol suatu d.*t gang dapat
dl,sttsutkan ldepreciable assetel selc:ma nursa ,nanladt @et gaftg
ber*ngkutan.

Rehablllto.sl adaldh perfuTlcan dset tctap garg ntso.k sebaglan dengdn t@nptd
menlngkatkrrn k:,to'llta,s dan atau ledpa,slta.s dengan mo.lcsttd dapat dlgunakan
sesrrcl lcondls{ semtr,la-

Renoua.sl a.*t tetlp adalo,h keglatan penamhahav perballea n" dan atau
penggantlan bagtan a*t tetdp dengan maksud. mcnlngkatkan m(rs(t manfadt,
ktallta.s dan atau lcapa.sltz,s.

Ak mul sl Pefirusutan (acctmtLated d.epreclaton) o;do,la.h barglaln dart blaga
perolehan aletitm tetap gang dio,lolcolslko;n ke pengusutan *Jak alethta.
tersebut d,fiteroleh. Akuttulast pengusutan dtrhn tetdl, merupakan alrrln
kontra alctfiE tetap gang berfutbturgan-

JWIa{ slsa adaloh Jumlah neto gang dlho,raplean d.apat dlperoleh pada o,khlr
ntqs rrtenfeot suo,f,.t asd seteloh dlkuugl taksl"atu blag.l pelepa.u.n

T'TITIM

5 Aset tetap sering merupakan suatu begian utama aset Pemerintah Daerah, dan
karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap
Pemerintah Daerah adalah:
(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi narnun

dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya,
universitas, dan kontraktor;
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(b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset
dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti
perlengkapan ( supplies ).

yang dikuasai untuk
behan (mateialsl dan

IILASIFIKASI ASET TETAP

7. Aset tetop dlkla.sltikosllean berdasarko,n kesc;maan d.alann slfat atau
Jungstnsrr dalann alcthdtas opetzsl e^tltas. Drl'tlrrtt adalah kla,sflkasl d.set
tetdp gartg dlgutalan:

(a, Tonefu
(b) Perulatdn dan Mesln;
(c) (kdung daa Baagunan;
(d) Jc,lan, higas\ dafl Jorlngalt;
(e) Aset Tetdp Lainnga; dan
A Konstrrtksl dalam Pengertaan.

8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifrkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

1 1. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini
biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya:
(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetaP yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

13. Konstruksi dalam penge{aan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan nuunun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan daII mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses
perolehannya darr/ atau pembangunannya membutuhkal suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai.

14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperlual operasional Pemerintah Daerah
tidak memenuhi defrnisi aset tetap dan tetap dilakukan pencatatan dan merupakan
lampiran Laporan Keuangan dan dijelaskan didalam CaLK.

PENGAI(UAN ASET TEf,/IP

75. Aset tetap dto,lrrrl pada w.at ,nanlddt ekonoml masa depan dlgerolch dcn
nllc,lnga dapat dlukrr,r deagan ha;ndo,L Un,futk dapo/ dla,krl *bagal d.*t tetop
hatus dlpenuht k"tterla sebagat berlktt:

(a) BeruruJud;
(bt Menpungql noso ,na4faat leblh dqtt 72 (dua belas) hilan:
(c) Blaga perclehan aset dapat dluktr sccanz anda\
(d) Ttdak dina,ksudkc,n untuk diJual dalam operasl nonnal entltas;
(e) Adrr unsur blaga. pefiEllrts"lra;a;
lfl D$tercleh atnu dlfungun dengdn malcs.td untl.tk dlgtrtakary dan
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(g) Menrraulai nilai sa,tr.on mlnimlzrm lcdpttallsasl.
16. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depal yang dapat
diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagr
kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi
masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas
tersebut akan rnenerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini
biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.
Sebelum hal ini terl'adi, perolehan aset tidak dapat diakui.

17. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah
daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukaa dimaksudkan untuk
dijual.

18. Pengakuan aset tetap akan andai bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

19. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan daa/ata,u penguasaan secara hukum,
misalnya sertifikat tanah darr bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah
yang masih hams diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya
di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
te{adi pembayaran dan penguasEran atas sertifikat tana}r atas nama pemilik
sebelumnya.

2O. Pengakuan Aset Tetap adalah pada saat adanya dokumen Provisional Hand Over
(PHO) tanpa melihat nilai realisasi belanja modal.

PENGI'I(I'RAN ASET TBTAP

27. A.st tdap dtnlla'l deagan blaga perolehan. Apeblla penllalan aset tetalt
dengan menggunakan biaga. petolchan ttd.ak memungklnkan mcka nlla;t d.set
tetap dtdasarkan padd nlla;l wotar pad.a saat perolehaa.

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran
dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifrkasikan biayanya. Dalam
keadaan suatu aset yang dikonstruksi / dibangun sendiri, suatu pengukuran yang
dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan
entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang
digunakan dalam proses konstruksi.

23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga keq'a, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perieng!<apan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

PENILIIIAN AWAL ASET TEf,/IP

24. Barang beruruJud. ydtug memr;rnluht kuallfilcasl unfitk d,takril *bagat suoltt a.*t
dan d,Tkelompokkan *fugat a*t tetap, pad,a o,wo,lz;ya ltants dlulur
berd,a*rlcan blaya. perclchan

25. Blltr aset tztop dtpercleh d.engan to,npd nlla,l, btdga o.set tersebut a.dolah
sebe*r nllai utottr padd saa,t a.set ter*h4 dfircrcleh.

26. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi.
Sebagai contoh, talah mungkin dihadiahkan ke pemerintah Daerah oleh
pengembang (deueloper) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah Daerah
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untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki' Suatu
aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang
yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan
peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah
dan bangunan yang kemudian akarr digunakan sebagai tempat operasi
pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

27. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk
kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali
(revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada Paragral 24.
Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58 dan paragraf yang berhubungan
lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
bukan pada saat perolehan awal.

KOMPONEIT BIAYA

28. Blalga perolchon suofzt @*f @fup terdlrl darl hanga bellnga atau
kortst ltkslnga, termastk bea lmpor dan setlap blaga gdng ddPat
dldtsffibttsllcola secc;ta langsung dalam membaua wsd ter*but ke koadi.sl
gang mcmbudt asd tersebut dapat bekefla unfitk peagganaa^ gQt tg
dtmo,ksudkan.

29. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara l€rngsung adalah:

(a) biaya persiapan tempat;
(b) biaya pengiriman awal (initial delioery) dan biaya simpan dan bongkar muat

(hnndling cost);
(c) biaya pemas€rngan (instolation cost);
(d) biaya profesional seperLi arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruksi.

3O. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
baagunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

31. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

32. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkaa seluruh biaya yalg
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunal sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

33. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya
ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringaa tersebut siap pakai.

34. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap
pakai.

35. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponerr
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
Demikiaa pula biaya permulaan (start-up cost/ dan pra-produksi serupa tidak
merupakan lagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa
aset ke kondisi kerjanya.
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36. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama sepe i aset yang dibeli.

KOIVSTRI'XSI DALIIU PEI| GER.IAAX

37. .nkd pelaltelcsrr;la,lt pengedaan suaf;.t a*t, tctap neleblhl dan atau meteuuo,tl
sc,tu perlode tafutn a^ggdran4 maka a*t tztap gang belum *lesl te"sbttt
dlgolongkan dan dllagorkan *fugal kon-stt rtksl dalam pengeddan so;mpo;l
dengan a.*t ter*but selesa;t dan siap dlpakaf-

39- Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Konstruksi dalam Pengeq aan mengatur
secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penge4'aan, termasuk di dalamnya
adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dike4'akan secara swakelola
maupun yang dike{akan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain datam
Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang
ada pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12.

4O. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah
siap dipakai harus segera direklasihkasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam
pos aset tetap.

\- PERoLEHAN SECARA GABI,ITGAI|

47. Blaya perclchan d.arl naslng-na.shtg a.*a Utup yang dlperolch *catz
gabungan dltendtkan dengaa mz,ngo,loka.sllcan lunga gabuagen tar*but
berda*rkaa perbaadlngc;n n;llal uaJar na,slng-ma,slng asct gang
bersrntgkuton

PERTTTXARAN ASEf, (EXCnA.ilEtS OF ASSE"S,|

47. Sua:fr.t a*t t tap dapat dlpercleh nelo,lul perfiilcanu o;to;u lrertukoran
*baglan d.*t totap yang ttdak enqrd o;t4;,4 det lalnnga Blaya darl pos
srma,ca,m ltrt dlukrrt berdtrsrlrkan nlla;l utoldr ast gdrtg dlpetoleh yatfit nllal
ekllluolen atas nllo;l terl,a,ta.t d*t gang dllepas *'tela,h dl*sua;lleo;n dengan
lumlah *tiap kos a;ta,u *ta,ra leas gd.ng dttranster/dlsrlro,hteo;n.

42. Sua,r.r aset tetap d,o,pat dlperoleh nclahd pet-frtkara,^ a,t4s sua'ht q*t gang
enqra gang mcmllllcl nanlddt gang sentpq. dan mamlllld nllal ugar yang
srupa. Suatlt ast, tatzp Juga d.apo:t dllepa.s dalo,m pertukaran de'agan
kepemlllkan ast, gang serup.L Dalam lcead.o;o;n tersehft tld.ak o;da
keuntungan dan lcentglan g@rtg dlarcul dala n transr,ksl {nt Bto;ga a.set g@ng
bant dlperoleh dtca:ta:t sfusr nllai tzrcatat lcarrytlng o;mountl ata,s a*a goltg
dtlepas.

43. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu
pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset
yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (witten doun) dan nilai setelah diturun-
nilai-bukukan (uil7en dounf tersebut merupakan nilai aset yang diterima. contoh
dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin,
peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam
pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan
bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yzrng serma.

ASET DONASI

44. A*t tctap gang d.lpercleh danl. sunhngan (dona.sl) ,t,'rlts dlco,tolt *besEr n at
uQar pada w,at perclehan-

45. sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset
tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan
yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah Daerah tanpa
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persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya seczra hukum, seperti adanya
akta hibah.

46. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai
contoh, satu perusahaan swasta membalgun aset tetap untuk Pemerintah Daerah
dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap
dengan pertukaran.

47. ApabiJ.a perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka
perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PENGELUARATT SETELIUT PEROLEHAN (SITBS^EQITEIVT E:XPDNDTTURBS)

48. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi
merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di
kemudial hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap
yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk
rehabilitasi, dan belanja untuk OVER tlAUL.

49. Belanja untuk Pemeliharaan dan belanja untuk rehabilitasi serta belanja untuk
OVER HAUL dibedakan menjadi 2 (dua)jenis :

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi/OvER HAUL aset tetap milik sendiri.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi/OvER HAUL aset tetap bukan milik pemda.

50. BelanJa uatuk pemellharaan/rehabllttast/OVER IIAUL aset tetap mlllk sendlrl
sebagai berlkut :

51. Belc;nla untuk penellhotaarn dlrnrc,ksudka;n dalann l.ngka mcmPertah.o,nka;a
lcondlsl o.set tstip ter*but *sual deagan kondld normr,l atau lrnen,trngko,tka,n
,c,rp.r.sltos .Iset tetLp. Detar$a gatg dlkeluarko:,t urtf,.tk penlngkatan o'dal.I,h
fula4la gang memberl naataat ekonoml dl ttto,sa gang o,leala datang dalam
bcrntuk pealnglcatan krrpasltrrs, ,rta,:fi ,na fddt, mrzt:,r produks\ ata;u
penlngleatan standar lelnef *

52. BelanJa Pemellharuan gang tldak nenamhah nllal a*t dan nra.sq nanJaat
dalann rangka merryrcrao,hankarn koa,dlsl a.*t adalah bela4la pemellharaan
Wng slfata'ge 7lttlnlto.s aePertl Pen;geca,t,rn gedutg lc4, torl'fung no,n,
pena nbalan Jalan aktfut berhbang, penggantla''a tegel dalam artl tldak
ke*luttha;n dan perbalkara plaJon gang tldo,k seco,ft, keselutzr,ha,n,
penggantlan olle dan senld.ce rlngan untuk lcendaraan roda empat d.an roda
dua.

53. Belatla Pencllharaan gdtg mondmbdh nlbt a.*t dan tldak mena nbah nas
nanlddt dalam tangka metnpertahz,nkaa lcondlst aset ad,alo.lt belanta
pemellha ruara gang slfo,tnga nttln:lta,s *pertl penggantlan tegel *caw
kewlut'uhan, pen,ggo;ntl.tn pl$on &co,na keselutthan4 penggantldn atap
*c.rn, ke*lutrzha4 pen;lngko;tan penga.spo,lan Jo,lo,n.

54. Belanla renoua.sl atau rehablllta.sl etau OVDIR I|AW gang mena nbah nllal
q.set dan tlda,k menambah nc'sa na4faat dalam rangka penlngkato,n
kqtaslto's adalah berbt.bahngd lc<rltrrsttrrs atau kemamgr;lrrt rrset tetdl,
gang sudah o,da. Mlso,llnga, sebuc,h generdto" llstrlk yaag memPungal output
2OO kW dllaktkan renornsi *hlngga kapo.sltz.sn;go mercln,gka,t nentadl 3OO
kW, kdung/Banguno,n mclz,krtt da penggantiant secdna keseluttthan plaloa,
atap, lantal sec.r?tl keseluntho,n'

55. Beld la renoaasl atau rehablllta.sl qtau OVDiR IIAUL gang menannbah nllat
a*t dan ma.* mo,nfao;t delam raa,glca pealngkatan kapasttas adalah
beftambahaye kc.pa.sltos dtau kemcrflqrutr,n dsd tetap gd.ng sud.ah o,do,

lsalnylr,, Cicdung/Bangunan dlla,/rr.tkata pe"gdntlan/pengupasan dlndhrg,
kenda,raan dllrrkrr,kan pergantlan beberapa. suku cadang komponen mesln
kendd"roo;t roda empat dan roda du*
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56. BelanJa renoaasl atau rehablllta.sl dtdlt OWR IIAW gang menambah nllal
aset dan masa mantedt ddlam rangka penla,gka:to,tu kualttas cset adaldh
beraambahnga kuo,lltas d.arl a*t tattl, gdrtg sudch ada. Mlslnga, Jalan
yang maslh bettpa tanah dltlngkatkan oleh pemerlatah m.enJadl Jo,larz asPaL
dlla,loaka,n penga.spalan ulang secana keselutthan.

57. BeleaJa renooa.sl ata.u rchabllltasl atut OWR HAUL gtang meno,zlbah nllat
dset dan tldak neaa nbah mo.sa manf,aat d.alam rangka perto;rtbo,rto,n
uolume aset ado,lah bertamhahnga tumlah dtdu so:tu,a.n ukuran dset gdng
stdah ad* Miso,lnya., penanbahan lues banganan sua,f,rt gedung darl 4OO tn
ncnJadt 5OO ,re. @ntofu OPI) merenca;nalcaa uatuk m.enganggarkqt untr.tk
penbangvlaan WC dldalann gedung yang sudah ada.

58. Beldnld pemcHharaan atau rehabllltasl dalam rangka penlngkatan lchz.sus
t tgasl da,n Jadngan *panJang tldak ada keglc;tan pembanguaaa fislk lunga
be*tfdt pengentkan atau aonnollsasl rno,kq *mud pengeluaran
dlkategotikan sebagoi fulanJa pemeflharaan

59. Pena nbahan ma.sa nonlaat det tetal, di.*suo;lko,n dengan Jumlah belanJa
gang dllceluarlcaa pada pd"dgrat 56, 57 tcrludap nlla;l aset. tetap gdrtg
bet*ngkutan (dlluar pengustttan), daa penambahan rna,* nonJaat a*t tetdp
te"ldmrtlr d.alam keblJakalt akrntrrnsl lni.

60. a. Penambahrrn max. manJaat aset tetap qdalah ntlat sisa nuafaat aset
tetap gang bersr,ngkrtan dttantfuh deagan ma.x. nanf,eat o,ktbol bela$a
gang dlketuarlcan sesual dengan lmrugral 56 dan lmragrat 57, dlmano ma.s.
man{aat a*t tetap pen'en.t;.to;fl pena nbaltantga darl ntlat perclehtn o,khir
d*1, tztap tc"*b7tL
b. Penambahan fiurst nantaat o.*t tetdp adalah n'lloi slso ma4faot d*A Utap
yang ber*nglrr.tton dltdn$ah deagan nasa na4faat o,klbo:t belanJa gang
dllcefuarlcan sesacl dengan paragraf 55 dan paragrat 57, dlmana
petamhahan nasa manfaat hangd *At lcall d.alam trrrurlt gdng sama, contoh
talun 2Oxx kepltallslasi o'tas d.set terdapat bulan febnnrl dsn olctobet Heaga
bulan febnterl gang dlperhlt;'mgken untuk menambq.h nllai dqn mena nbah
rnasa mantaat sedantgkan hiltn oldober htnya dfiterlrJtl.nglcan penambahan
nllz;ttldak nenanbah max. manJaaL

c. Peaamhahtn rrraus.l nanfoat aset te'tap adalah ,lllcl slsa ,,tro,4fa4t g.set tetap
yang bersanglutan dltannhah deagan na.*. ma4fut aktbo;t bela4Ja gsng
dlkeluarkan sesucl dengca parqrel 56 daa paragtuJ 57, dlnona
penolmbahan rr.as.z ttursa arantmt det tetdp dldasarlcan tabel Renotnsl do;n
Ouer Haul dan mas nanf,aat a*t tetap o,klfut peaambalun tldalc boleh
meleblhl na.s. rn*nta*t nonrul a.*t tEtap yanq bersa ngktfian.

TABEL

REIIOVASI DAIT OVER HAUL

KODE AKUI{ URAIAI{ JEiltS

PRESENTASE

REI{OVASURESTORASU

OVER HAUL DARI NII-AI

BUKU ASEI TEIAP
(DILUAR PE YUSUTAil)

PEt{Atli

BAHAN

TSASA

ITIANFAAT

IAHUr{)

01.03 ASET TETAP

01.03.02 PERALATAN DAN MESIN

01.03.02.01 ALAT BESAR
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01.03.02.0'1.01 ALAI BESAR DARAI >0% s.d. 30%

OVER HAUL >30% s.d 45% 3

>45% s.d 65%

0'1.03.02.01.02 ALAT BESAR APUNG >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 2OVER HAUL

>45% s.d 65% 4

0'1 .03.02.0'1 .03 ALAT BANIU >0% s.d.30% 1

>30% s.d 45% 2OVER HAUL

>45% s.d 65% 4

u.$.a.02 ALAT ANGKUTAN

0'1.03.02.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR >0% s.d.25% 1

>25% s,d 50% 2

>50% s.d 75% 3

OVER HAUL

>75% s.d.'100% 4

01.03.02.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50%

>50% s.d 750lo

OVER HAUL

>75% s.d.100%

01.03.02.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR >0% s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 3

>50% s.d 75% 4

OVER HAUL

>75% s.d.100% o

01.03.02,02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR >0o/. s.d.25o/. 1

>25% s.d 50o/" 1

>50% s.d 75% 1

RENOVASI

>75% s.d.100% 2

>0% s.d.25% 301.03.02.02.05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARq

>25% s.d 50% 6

>50% s d 75% I
OVER HAUL

>750lo s,d,100% 12

01.03.02.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

01.03.02 03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN OVER HAUL >0% s.d. 25% I

>25% s.d 50% 2



>75% s.d.100% 4
01,03.02.03.02 TAKLAA T BEN KELG BERM SINE RENOVASI >0o/o s.d.25Yo 0

>25oh s.d fio/o 0

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

01.03.02,03.03 ALAT UKUR OVER HAUL >0ok s.d. 25ok I

>25o/o s.d 50% 2

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.'100% 3

ALAT PERTANIAN01.03.02.04

1OVER HAUL >0% s.d. 20%ALAT PENGOLAHAN0'1.03.02.04.0'1

2>21% s.d 40%

5>51% s.d 75%

0>0% s.d. 25%ALAT KqNTOR DAN RUMAH TANGGA01 03.02.05

I>25% s.d 50%OVER HAULALAT KANTOR0'1.03.02,05.01

2>50% s.d 75%

3>75% s.d.100%

0>0% s.d. 250i6OVER HAULALAT RUMAH TANGGA01.03.02.05.02

1>25% s d 50%

2>50% s.d 75%

J>75% s.d.100%

1>0% s.d. 2570OVER HAULMEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT01.03.02.05.03

1>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

2>75% s,d.10CP6

1>0% s.d. 25%OVER HAULALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR0'1.03.02.06

1>250lo s.d 50%ALAT STUDIO01.03.02.06.01

2>50Y0 s.d 75%

3>75% s.d.100%

1>0% s.d. 25%OVER HAULALAT KOMUNIKASI01.03.02,06.02

1>250,6 s.d 50%

2>50% s.d 75%

t4

>50% s.d 75%
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>75% s.d.'100% 3

2>0% s.d. 25%OVER HAULPERALAIAN PEMANCAR01.03.02.06.03

3>25% s d 50%

4>50% s d 7570

5>75% s.d.100%

2>00/, s d. 25%OVER HAULPERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI01.03.02.06.04

3>250lo s.d 50%

4>50% s.d 75%

5>75% s.d.100%

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN01.03.02.07

0>006 s.d. 25%OVER HAUL
ALAT KEDOKIERAN01.03.02.07.01

>25% s d 50ok

2>50% s.d 75%

3>750/o s.d.100%

0>0% s.d. 25%OVER HAUL
ALAT KESEHATAN U MUM01.03.02.07,02

>25% s.d 50%

2>50% s.d 75%

3>75% s.d.100%

ALAT LABORATORIUIVI01.03.02.08

2>00/o s.d. 25%OVER HAUL
UNIT ALAT LABOR,qT ORIUM01.03.02.08.01

3>25% s.d 50%

4>500,6 s d 75%

4>75% s.d.100%

3>0% s.d.25%OVER HAUL
UNIT ALAT LABO&qT ORIUM KIMIA NUKLIR01.03.02.08.02

5>25% s.d 50%

7>500/6 s.d 75%

I>75% s.d.1000/0

2>0% s.d. 25%OVER HAUL
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH01.03.02.08.03

3>25% s.d 500/o

4>50% s.d 75%

4>750/o s.d.'100%

3>lok s.d.25%OVER HAULALAT LABO&ATORIUM

NUKLIR/ELEKTRONIKq

Ftslt$
01.03.02.08.M

>250/o s.d 50%
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>50% s.d 75% 7

a>75% s.d.100%

2>0o/o s.d.25okOVER HAULALAT PROTEKSI RADIAS I/PROTEKSI

LINGKUNGAN
01.03.02.08.05

4>25% s.d 50%

5>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

OVER HAUL >00/o s-d. 25% 2
RADIATION APPLICATION AND NON

DESTRUCTIVE TESTING LABORqTORY LAINNYA
01.03.02.08.06

4>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.1000,6 5

01.03.02.08.07 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP OVER HAUL >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>5070 s.d 75% ,

>75% s.d.100% 4

01.03.02.08.08 PERqLATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA OVER HAUL >0% s.d. 25% 3

>25% s.d 50% 5

>50% s.d 75% 7

>75% s.d.10006 8

0'1.03.02.08.09
ALAT LABORCTORIUM STANDARISASI

KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI
OVER HAUL >0% s.d. 250/0 3

>25% s.d 5070 R

>50% s.d 75% 7

>75% s.d.100% 8

01.03.02.09 ALAT PERSENJATAAN

01.03.02.09.01 SENJATA API OVER HAUL >0% s.d.25o/o 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 7570 3

>75% s.d.1000/" 4

01,03.02.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API RENOVASI >0% s,d, 25% 0

>25% s.d 50% 0

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

01.03.02.09.03 SENJATA SINAR OVER HAUL >0% s.d.25o/o 0
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>25% s.d 50% 0

>50% s.d 75% 0

>75% s.d.100% 2

01.03.02.09.M ALAT KHUSUS KEPOLISIAN OVER HAUL >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 7506 3

>75% s.d.100% 4

01.03.02.10 KOMPUTER

01.03.02.10.01 KOMPUTER UNIT OVER HAUL >0% s.d. 25% 1

>25% s,d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.100% 2

01.03.02.10.02 PERALATAN KOMPUTER OVER HAUL >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75%

>75% s.d.100or 2

01.03.02,11 ALAT EKSPLORASI

01.03.02.11.01 ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI OVER HAUL >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100oi J

01.03.02.11.02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA OVER HAUL >0% s.d. 25% 2

>25olo s.d 50% 4

>50% s.d 75% 5

>75% s.d.10090 5

01.03.02.12 ALAT PENGEBORqN

01,03.02.12.0'1 ALAT PENGEBORAN MESIN OVER HAUL >006 s.d, 25% 2

>25o/o s.d SBok 4

>50% s.d 75% 6

>75% s,d.10070

01.03.02.12.02 ALAT PENGEBORqN NON MESIN RENOVASI >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 1
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>75% s.d.1000/o 2

ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN

PEMURNIAN
01.03.02.13

>0% s.d. 25% 0RENOVASISUMUR01.03.02.13.01

>25% s.d 50% 1

1>50o/o s.d 75%

2>75% s.d.100%

RENOVASI >0% s.d. 25% 0PRODUKSI01.03.02.13.02

I>25% s d 50%

>50% s.d 75%
,l

>75% s.d.'100% 2

01.03,02.13.03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN OVER HAUL >00/o s.d.25o/o 1

>25% s.d 50% 5

>50% s.d 75% 7

>75% s.d.100% o

01.03.02.'14 ALAT BANTU EKSPLORASI

01.03.02.14.01 ALAT BANTU EKSPLORASI OVER HAUL >0% s.d. 25% 2

>2570 s.d 50% 4

>50% s d 75% b

>750/0 s.d,100% 7

01.03.02.14.02 ALAT BANTU PRODUKSI OVER HAUL >0o/o s.d.25o/o 2

>25% s.d 50% 4

>50% s.d 75% 6

>75% s.d.100% 7

01.03.02.15 ALAT KESELAMATAN KERJA

01.03.02.'t5.01 ALAT DETEKSI OVER HAUL >0% s.d.25%

>250/o s.d 50o/o 2

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.100oA 3

01.03.02.15.02 ALAT PELINDUNG RENOVASI >0% s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 0

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.'100% 2

01.03.02.15.03 ALAT SAR RENOVASI >0% s,d. 25% 0
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>25% s.d 50%

1>50% s.d 75%

2>75% s.d.100%

>0% s.d. 250lo 2OVER HAULALAT KERJA PENERBANGAN01,03.02.15.04

3>25% s.d 50%

4>50% s.d 75%

6>75% s.d.100%

ALAT PERAGA01.03.02.16

2OVER HAUL >00/o s.d. 25%ALAT PER{GA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN01.03.02.16.01

4>25% s.d 50%

>500/o s.d 75%

5>75% s.d.100%

PERALATAN PROSES/PRODUKSI01.03.02,17

2>0% s.d. 25%OVER HAULUNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI01.03.02.'17.01

1>2506 s.d 50%

4>50% s.d 75%

4>75% s.d.100%

RAMBU - RAMBU01.03.02.18

I>0% s.d. 25%OVER HAULRAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT0'1.03.02,18.01

2>25% s.d 50%

3>50% s.d 75%

4>75% s.d.100%

1>0% s.d. 25%OVER HAULRAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA01.03.02.18.02

2>25% s.d 50%

2>50% s.d 75%

4>75% s.d.10P[

,1

>0% s.d. 25%OVER HAULRAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT0'1.03.02.18.03

2>25% s.d 50%

2>50% s.d 75%

4>75% s.d.100%

PERALATAN OLAH RAGA01.03.02.19

0>00i6 s.d. 25%RENOVASIPERALATAN OI.AH RAGA01.03.02.19.01

0>25% s.d 5070
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>50% s.d 75%

>750/o s.d.1000/o 2

01.03.03 GEDUNG DAN BANGUNAN

01,03.03.01 BANGUNAN GEDUNG

RENOVASI >006 s.d. 250/o 5BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA01.03.03.01.01

>250,6 s.d 50% 10

>50% s,d 75% 15

>75% s.d.10006 50

BANGUNAN GEDUNG TEMPAI TINGGAL RENOVASI >0% s.d. 30%01.03.03.01.02

>30% s.d 45% 10

15>45% s.d 65%

0'1.03.03.02 MONUIUEN

RENOVASI >0% s.d. 30% 50'1.03.03.02.01 CANDI/T[JGIJ PERINGATAN/PRASASTI

>30% s.d 45% '10

>45% s.d 65% 15

01.03.03.03 BANGUNAN MENARA

01.03.03.03.01 BANGUNAN MENARA PERAIVBUAN RENOVASI >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% '10

>45% s.d 65% 15

01.03.03.04 TUGU TITIK KONTROUPASTI

01.03.03.04.01 TUGU/TANDA BATAS RENOVASI >0% s.d. 30% E

>30% s.d 45% 10

>45% s.d 65% tr

01.03.M JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

01.03.04.0'1 JALAN DAN JEMBATAN

01.03.04.01.01 JALAN RENOVASI >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 60% 5

>60% s.d 1000/o 10

01.03.04.01.02 JEMBATAN RENOVASI >0% s.d. 30% 5

>3ff6 s.d 45% '10

>45% s.d 65% '15

01.03.04.02 BANGUNAN AIR

01.03.04,02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI RENOVASI >0% s.d. 5% a
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>506 s.d 10% 5

>10% s.d 20% 10

01.03.04.02.02 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT RENOVASI >0% s.d. 5% 2

>5% s.d 10%

>1004 s.d 20% 10

01.03.04.02.03
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN

POLDER
RENOVASI >0% s.d, 5%

>5% s.d '10%

>10ok s.d n%

01.03.04.02.04
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
RENOVASI >0% s.d. 5%

>5% s.d 1006 2

>10% s.d 20% 3

01.03.04.02.05
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN

AIR TANAH
RENOVASI >0% s.d. 5% 1

>5% s.d 10% 2

>10o/o s.d 20oh 3

0'1.03.04.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU RENOVASI >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10

>45% s,d 65% 15

01.03.04.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR RENOVASI >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10

>4506 s.d 65% 15

01.03.04.03 INSTALASI

01.03.04.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU RENOVASI >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7

>45% s.d 65% 10

01.03.04.03.02 INSTALASI AIR KOTOR RENOVASI >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7

>45% s,d 65% 10

01.03.04.03.03 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH RENOVASI >0% s.d. 30%

>30% s.d 45% 3

>45% s.d 65% 5

0'1.03.04.03.04 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN RENOVASI >0% s.d. 30%

>30% s.d 45% 3
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>45016 s.d 65% 5

0'1.03.04.03.05 INSTALASI PEI\iIBANGKIT LISTRIK RENOVASI >0% s.d. 30%

>30% s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15

0'1.03.M.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK RENOVASI >0% s.d.30o/" 5

>30% s.d 45% 10

>45% s.d 65%

0'1.03.04.03.07 INSTALASI PERTAHANAN RENOVASI >0% s.d. 30%

>30% s.d 45% 3

>45% s.d 65% 5

01.03.04.03.08 INSTALASI GAS RENOVASI >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10

>45% s d 65% 15

01.03 04.03.09 INSTALASI PENGAIVAN RENOVASI >0% s.d. 30%

>30% s.d 45%

>450/o s.d 65% 3

01.03.04.03.10 INSTALASI LAIN RENOVASI >0% s.d. 300/0

>300,6 s d 45%

01.03.01.04 JARINGAN

01.03.04 04.01 JARINGAN AIR MINUM OVER HAUL >0% s.d. 30% 2

>3006 s d 45olo 7

>45% s.d 65% 10

01.03.04.04.02 JARINGAN LISTRIK OVER HAUL >0% s.d. 30%

>30% s.d 45% 't0

>45% s.d 65% 15

01.03.04.04.03 JARINGAN TELEPON OVER HAUL >0% s.d. 30% 2

>3070 s.d 45% 5

>4506 s.d 65% 10

01,03.04.04.04 JARINGAN GAS OVER HAUL >0% s.d.30% 2

>30% s.d 45% 7

>45% s.d 65% 10

01.03.05 ASET TETAP LAINNYA

01.03.05.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI
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0'1 .03.05.07.0'1 ASET TETAP DALAM RENOVASI

61. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragral 56, 57, dan 58 ditetapkan dalam
kebijakan akuntansi belanja pemerintah daerah khususnya belanja pemeliharaan
benrpa kriteria suatu batasan jumlah biaya (capitolization thresholds) pada
kebijakan akuntansi nilai satuan minimum kapitaliasasi dan extracomtabel.

62. Dikarenakan aset tetap organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan
penggunaan aset tctap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (cnpitolization
threslaldsl untuk tiap jenis aset tetap tidak dapat diseragamkan. Masing-masing
jenis asset tetap harus ditentukan batasan jumlahnya. Batasan jumlah biaya
kapitalisasi (capitalization tlvesholdsl harus diterapkan secara konsisten dan
diungkapkan dalam Catatan atas l,a.poran Keuangan.

63. BelanJa untuk pemeliharaan/rehabllttasi/OVER HAIrL aset tetap bukaa alllk
sendirl sebagei berlkut :

64. Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam
rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya
rutinitas seperti pengecatan gedung kantor/bangunan, penambalan jalan akibat
berlubang, penggantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon
yang tidak secara keseluruhan, penggantian oli dan seruice ringart untuk kendaraan
roda empat dan roda dua. Belanja yang dikeluarkan dicatat dal diakui sebagai
belanja pemeliharaan.

65. Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa
manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan
yang sifatnya rutinitas seperti penggantian tegel secara keseluruhan, pergantian
plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan
pengaspalan ja.lan. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagai Aset
Lain Lain.

66. Betanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan
masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya
kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya,
Gedung/Bangunan dilakukan pergantian/pengupaszrn dinding, kendaraan
dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda
empat dan roda dua. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagai Aset
Lain Lain.

67. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau OVER HAUL yang menambah nilai aset dan
masa manfaat dalam rangka peningkatal kualitas aset adalah bertambahnya
kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah
ditingkatkan oleh pemerintah menjadi j alan aspal, dilakukan pengaspalan ulang
secara keseluruhan. Belanja yang dikeluarkan akan diakui dan dicatat sebagar Aset
Lain Lain.

68. Pada saat pinjam pakai telah selesai semua belanja renovasi atau rehabilitasi atau
OVER HAUL akarr diserah terimakan semua nilai yang tercatat didalam Aset Lain
Lain kepada peminjam.

69. Pengeluaran *tclah pet.oleha,n awal a.*t tetap Jalo,n, Irlgast d.an Jarlngan
gdng funtpa pernba,n,glz,nrrn dan penlngkatan /rehabllttasl ha,rus dtkagltallsasl
pada rnllal tel,co:tof rrsef gang ber*n,gkr.rtan, sedo,ngLa,n pengeluaran gang
benqta petnellharaan tldo,k dlkdplt4,lls.rst tetdpt dlco;tdt *bagal bloga-

OVER HAUL >0% s d 100% 2PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI

RENOVASI >00/o s.d. 30% 5GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI

10>300,6 s.d 45%

>45% s.d 65% '15

RENOVASi

/OVER HAIJL
>0% s.d. 1 000/o 5

JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM

RENOVASI
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ISUBSEQITEITIT UEASatREUDnTq TERIIADAP

70. A*t tetap &s4lfireg;n berdasE;rko; blaga Perolehan a.et tdoP ter*but
dtkurungt alanmulasl Pengusut4n. AP@blla tefledl ,cortdtsl gong
melmlanglslnlcan pentlalan kenball" rmz'lcd a.*t tetaP a,tco,n dlsQlkan dengan
pengesualan pade nastrtg.zu.sln;g alann a*l tEtdP dan o/rrtn elultas-

PEITILIIIAN KEIIBALI ASEf, TETAP (REVALUATION

71. Penllalc:n kefl.bo,ll dtdu rernluasl a.sef @tap pade um flang.L tldek
d$terlecnankan karena Sitandar Alruntan sl Pemcrla,tohan mea,ganut penllalan
ast berdtrsrrlrrn blaya petolehan atau lrarga Perfutkolz,ta. Penglmpangan
dall ketenf;.ta;n lnl munglcln dllakrtka;n berdasarkon ketenlz.talt pemerlntah
yang bcrlaku sr,co,?d na,sloaaL

72. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari
konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan
tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi
dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

AXIIITTAITSI TAITAII

73. Ta;na,h d(rlro, dlalanl sebagal a.set tztap apablla memcnuhl a Fnpat) kdterla
berlktt:
(7) Mefl.rrurtyal nss nanfaat leblh dqrl 72 (dua belas) lntlan;
(2) Blega perolehan a,*t dapet dlukur *caw aadaE
(31 Tf,dak dlrlaa,ksudko,n untuk d{ua\
(4) Dlpercleh dengo,rt mcksud untuk dlgtun;o,ka;n-
Apablla sala,h satu ktttedd tldak terytenuhl naka tanah tersehtt tldak dapat
dlalrul *bdgo,l o.sct tstap mlllk pemer.f;tta,h daetzh.

74. Pengadaan tanah pemerintah yarrg sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan
kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan
sebagai persediaan. Misalnya, apabila Lembaga Perumahan Rakyat mengadakan
tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca
kmbaga Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap
tanah, namun disqiikan sebagai persediaan.

75. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa
sertifikat, misa-lnya Sertifftat Hak Milik (SHM), Setifftat Hak Guna Bangunan
(SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk
contoh kasus diatas, Lembaga Perumahan Ralryat tetap mengakui/ mencatat tanah
sebagai persediaan sebelum berita acara penyerahan dan sertifikat tanah diserahkan
kepada masing-masing rakyat yang berhak.

76. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau
digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, narnun belum disertifrkatkarr atas nama
pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai
atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bulcti kepemilikan yang sah
atas tanah tersebut. Pedoman terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan
penyajiaannya da.lam laporan keuangan adalah sebagai berikut:
(1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai

dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/ atau digunakan
oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau
digunakan oleh pihak lain.
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(3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasar
dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut
dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti
kepemilikan, serta diungkapkaa secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Entitas pemerintah y.rng menguasai dal/atau menggunakan tanah
cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas
Laporal Keuangan.

(4) Perlakuan tana.l. yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
a. Dalam hal belum ada bul<ti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,
serta diungkapkan secara memadai dalarn Catatan atas Laporan Keuangal.

b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bulrti kepemilikan tanah yang sah,
tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai da.lam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, narnun
adanya serlifrkat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

77. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan
lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaal
kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja
yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam
belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuaa
belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah.

78. Tar,ah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah
wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap talah pada neraca
pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas
Laporaa Keuangan (CaLK).

79. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak seperti biaya pengumsan sertifikat, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yalg dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan
dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan
tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga
perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja
barang dan belanja pedalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

80. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari
status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

81. Kepemilikan pemerintah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu
sesuai hukum serta perundang-undangan yalg berlaku di negara bersaagkutan,
sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang
timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan)
tersebut perlu disusutkan / diamortisasi.

82. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan
pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

83. Untuk aset tetap berupa tanah, berapa pun nilai perolehannya seluruhnya
dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

84. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar
nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.



26

85. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau
nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

86. Tanah gdng dlmlllkl dan/atau dlktasu,l Pemerlntah Dacrah tldak
dlterlalankan secald khusus, don pada prtnstpnga menglkttl lcet,z,ntuaa
*ltertl gqng dldtllt pad.a keblJakan aka''ltansl te^tang akr,,,:tansl a-set tztdp.

87. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode
tertentu untuk kepemilikan dan/ atau penguas€ran tanah yang dapat berbentuk hak
pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu. setelah perolehan
awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan
hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi dehnisi aset tetap dan harus
diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

88. Penga,kuc,n tanqh dl klor negerl *bagal a*t tetup lu.nga dlmuagklnkqn
apabila perjat$aa penguaslurn dan hulrrtm *r7,a pentndang-und,angan gang
berlc,t;l.t dl negdrd tenpdt Peruakllan Relrubllk Indonesla betzda
menglndlka.slkan adanga. peiguae@n geag berclfet peraurnen.

89. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya
tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus
memperhaLikan isi perjanjian penguasaErn darr hukum serta perundang-undaagan
yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini
diperiukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat
pernanen atau sementara. Pengu.asaan atas tanah dianggap pennanen apabila hak
atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang
ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

AI(IIT.TANSI PERAL/ITAN DAIT MESII|

90. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap.
Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-a-lat berat, alat kantor, alat angkutan, alat
kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

91. Perplatan d.an mcsln yeng dlperoleh dan gang dlmaksudka,n o.kan dlserahko;n
kepada pllto,k lal4 tldak dapat dlkelonnp,okkan dalam a.set tetqp Pe"o,lo:ta,n
den esln, ta,pl dlkelonpokkan kepada o.sr.t, pcrsr;di@oa. Misalkan Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan
sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah
APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan
penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang
dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat
diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang
dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

92. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa
hak/kepemilikan telah berpindah, dalam ha-l ini misalnya ditandai dengan berita
acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan
bukti kepemilikan kendaraan.

93. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset,
hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan
pembelian tunai dan angsuran.

94. Perclelun mels.lul penbello,n dan pembangtno,n dllakukan melalul
melcanlsme pelakso,aealt leeglo:tara dan peageluanza bela4la modeL Sehlngga
tetdapat 2 (duQ turna\ yalAt Juraal unfutk ,lnen,ca,tof t"a,nso,Lsl belan,Ja dan
Jurnd,l korclatl unt/.tk men,ca;ta,t pen,galc,.t.In axt tetag peralatan do,,r mesln,

AI('!T'TA!TSI GEDT'NG DAIT BAITGI'NAN

95. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh
untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
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96. Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa,
sehingga setidak-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen
bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama.

Pen-g.k,tan Ctedung dan fu^gan.,n runts dtpl,o.|*an deng,'a tano,h dr manq,gluag dan bangaaan tcrsebut dtdtrlkan- C,rldurtg darl. bangwrran yang
dtbangun olch pemertatalq ,,amun dengan maksud o,xa at*.o*on kepadanasgaraleol se.pettl trz;nah ydng aka;n dt*tz.hlean kepadc pa?a
transmlgrans, ma.ka ntmo.h tersbut tldak dapott dtkeronpokian seb,,g,,i
'C*dung dan Danganan , rnelalnlcarl. dtselkan *Ugat.P,er*Zlaorn-o

an. Biaya perolehan gedung dan
untuk memperoleh gedung dan
meliputi harga pembeli€rn atau

rusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila
n menggunakan biaya perolehan tidak
asar.kan pada nilai wajar/taksiran pada

97.

98

AKI'I{TAITSI JALIIII, IRIGASI DAN .IARIITG/IIT

lain digunakan dalam kegiatan pemerintah
m. Termasuk da.lam klasifikasi jalan,

trHii#,xL-ii"ililiH.li.,Hli*
loo' Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untukpembalgunan jalan, irigasi dan jaringan.
1O1. Unt,tk .blaA l.l.gast, dan .Iart,.gan, ttdak ada keblJakan pemer.tntahnengenal nllal 

'o,tuan- 
mtnlm,,n X,.ptts.ttsasL senhgga-;;; pua nllatperclelun.tqlan, Irlga4 dqn Jarl goi atkorpttallrs@sl.

AI(IIIT.TAITSI ASET TETAP LNITIYYA

I O2. Aset yang termasuk
perpusiakian/tut<u aan koleksi
raga, h.*rrr,'ikan, dan aan/olah
ad-alah Aset' Tffi-n"rro.r""i, LainnYa

miliknya, dm bi;;; iurti"i "rr. 
g bukan

Io3' Aset retap r-ainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya terah diterima ataudiserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada :r"t;;;;;;;nla uerpindahserta telah siap dipakai. Khusus.-.og"rrJ pengakuan bi;y" .;;;;."i atas aset

Renovasi. Apabila renovasi atas aset
ekonomik, maka dianggap sebagai
diklasifikasikan ke dalam Aset Teiap2) Apabila manfaat ekonomik ,".ror""i
memenuhi butir I d
Renovasi, sedangkan
buku, maka pengelu
tahun berjatan.

3) er biaya
2 di atas,
. Apabila

I O4' PenSrkuran Aset Tetap ,^ainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintahtentans ketentuan nilai satuan minimum k"prt;i;;"4;".t *i"J]#L.I" contoh,



106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.
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105.

pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset
Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak
kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai
perolehannya dikapitdisasi.

Asct Tetap Lalnnga bettpa lewa n, ta;nrrrrtal, bttku perptstakaan dan barang
bercotak kebudagaan tldak dllakrtko,n pertglz,sutan *cdnd perlodllg
,r!€l4,ln ea,n dtterzpkan peagltatrruxn pada xat a,set tatap laln,r'ga tersebut
sudah tld(r,k dalrat dlgurt(rlc(r,t dtatl matl Untuk pe g,/'sut(l,t (rt.Is Aset Tdap
Renovasl dllrrkukcn sesual dengan umu? ekonomlk fl@ta gang leblh pendek
(uthtch euet {s shorter) ant^"a mg's(t nonlaat d*t dengan mfls{r
plnJannan/*ua.

ASET BERSE TARAH ITTERTIAGE ASSEIIS,|

KebtJa.kan Atcututanst ta;i ttdo,k meflgrto,nis,reo,n Pemcrlntah Daetu.h unfitk
mengotllcan aset berseJarah (Heritage essetsl dl neraca n,dfian'z aset tersebut
hants dlu,l.gkapko/a dalann C@ta,to,,n atas Lapotan Keuangan
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan
bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (arctaeological sifes/ seperti candi,
dan karya seni lzzorks of art). Karckteristik-karal<teristik di bawah ini sering
dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, darr sejarahnya tidak mungkin secara

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;
(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat

mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam walrtu yang tak
terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-
undangan.
Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh
selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelial,
donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan
alasan kemampuzrnnya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan
mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi
yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan
dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
dalam laporan operasional sebagai bebaa tahun te4'adinya pengeluaran tersebut.
Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa a*a berseJq"qh Juga. menberllcaa pote'4sl me4faat lalanya kepada
Pemcrlntah Daerah *laln nilal *Jarahnga, *bagal co toh bangua,an
bersetarah dlgunakan un,trlk ruang perko; tora;n Untuk kasus tersebut, d*t
lnl a,kan dtterapkan pdlcslp-prf,nslp gaftg sna *pertl aset tEtap lo,lnnga.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik
sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

ASET ITYPRASTRImTITR (INFn aSTRUCTURE ASS.BIIS,|

174. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada
definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik
sebagai berikut:
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(a) Mempakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemlllkan datl a*t T4fra.sttttlctr,,lr f,J,dak hanga oleh Pemerlntah
Daerall a*t lnfia.sttztlctur seco,rd. slgnlfilcan xrlng d$utrt4;,al *bagd a*t
Pemerlntah Daerq.h- A*t lnlrast z.tlefilr ne;menuhl defintst ast, tetap ddn
harus d$rcrlalanlcan *sual delngalz prlnslp-pt lnslg ga.ng ada pada Reb{akan
Alcunta,nsl lnl-
Contoh dari aset infrastmktur adalah jaringan, ja.lan dan jembatan, sistem
pembuangan, dan jaringan komunikasi.

sama dengan Nilai Satuan
Buku Inventaris dan Kartu

115.

116.

ASET MTLTTER (trrtTARY ASSETS)

117. Pe"alatan mlllter, balk gang umum rna;ulrun kltusus, mernenuhl defintst a.*t
tctap d,en lunts d\rcrlal{rtka'^ *sual dengan prlnslp-pdnsfp gang ad,a pod.a,
Iflebltalcan Ahtntansl lnL

PEITGHEITTIAN DAN PELEPASAIT IRE1rIREMENT AIYD DISFOSTI'

118. suatu dset tstap dlellmlno.sl darl 'l.eraca leettka d epaskoa ortau blla a*t
*cdd perananen dlhenfllcan penggtnadtunya dan fldak qda mdr{a.at ekonoml
mrrsc ydrtg ak;e;a datang. tltmlraasl asrlt tetop tclrsr;bttt dlda.xrkan pada
taaggal transo.lcsl gang tetterd peda d,olrr.trmen bulctt pendukung.

119- Aset tctdp yang seco,?a pe'znanr'en dlheatltean atau dttcpas harus dleltmtnasl
d.arl Neru,ca d.an dlunglcapkan d.alam &tatto: oitoe lalporz;n N,eumllgorn

12o. Aset tetap gang dlhentlkan darl penggunao,n alctlf pemc"lntah rro,eta.h ttdo,k
mencauhl de;flntsl c.ct tet4p dan lunrz's dlplrad,ahkatz lce pos e*t allllrngo,
*sual dengan nllal te"cdtatnya.

121. * Penglentlan dan pelcpasp,n a,sd tctq dtd,asr,rlco'n pada peratauv,n
pentnd.ang-undangan4 b. penglcntlan d,an pelepaun a*t tetap dai pos a.*t
lalnaga g:t,,s q.*t Efap ga g d tentlkan dart pengganaan o,tc47 nartts
dllengr&.pt dengan bulctl mcmorto,t Wrtg dthuat bert'srlsan SK Kepala
Daetz,h tento,ng penghqrusn a-set tetap o,tas proscs pemtndah td,ngo,'/.a,rt
*pcrl{ pe4lualola nauput pemusnaltan a*t tetap.

PENCATATAII ASET TETITP

122. Pe,rcatato, A*t retap dtla,katkan d.o.lam Bu*rt per*dlaan, Bulan ra ventarls
dan Kartu /rutentarls Da;ro;a;g (KIB).

-123. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari:
(a) KIB A = Kartu Lrventaris Barang Tanah;
(b) KIB B = Kartu Inventaris Barang peralatan dan Mesin;
(c) KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
(d) KIB D =Kartu lnventaris Barang Ja-1an, Irigasi dan Jaringan;
(e) KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
(0 KIB F = Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam penge4'aan (KDp).

124. Penc(Itatan Asft ret&p nlfllptt,tt peneartatan Bo,r?,ngt per*dtqan dan
pencatqtan A*t Tetalr.

125. Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan meliputi
barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual da, barang
bekas pakai yarrg sudah direklasifikasi.

126. Aset Tetap yang mempunyai nilai lebih dari atau
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam
Inventaris Barang (KIB).

127. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset
Tetap, dicatat di da.lam Buku Inventaris Ekstra Kompatabel.
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129.

130.

131.
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Pencatatan penerimaan baraag tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain
dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari peffukaran/pengalihan masuk
dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

Aset tetap dicatat dengan menggunakaa kode darr nama perkiraan buku besar pada
Sistem Akuntansi Pemerintah.

Aset tetap yang dicatat dikelompokkan sesuai dengan golongan dan bidalg barang.

PENGIIITGKAPAN

132. Laporan keuango,n ha nts mcngvngkapkaa unfi.tk ,na.sln;g-rna.sln;g lerr.;ts rrset
tetap *bagal berlkut:
(Q Dasar penllalan gang d,lgaaakan unttlk mznentuko,n nllal tercdtat

(carrytng amounQ;
(b) Rekonslllasl lumlah tercatat pada awal dan akhlr perlode gatn;g

menu4lukk4,'n:
(7) Penan$aha,n;
(2) Pelcpasan;
(3) A/r;.tnulast peny suto,n dan pentbahaa lal, flka ado;
(4) Mutasl aset tEtdp lalnnga.
(c) InJortnasl penga.suto;n, ncllputi:
(7) I,Elal pengusutary
(2) iletode penrysutdn gang dlgunakary
(3) Uasrr nanJaat atau tat'lf pengasutdn gi@ng dlgtnekary
F) IAnaJ terc@tdt btttto dan alcrtmulasl pe^grr'suto, peda aual d.an o.khlr
perlode.

133. Laporan keua,ngo,n Juga ha nts merngtngkapko;n:
F) Eksfilrnsl d.an bo:taso.n hok mlllk o:ta.s ast tet4p;
(b) KeblJalcan o,/rrtntansl unfltk kapltallsasl gang futko;ltan dengan asct

tctaP;
(c) &tmlah pengeluaran pada pos aset tEtdp dalann konsttttksl; dan
(d) &tmlah komltlznen uatuk o,kttlslsl d*t tctap.

134. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus
diungkapkan:
(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
(b) Tanggal efektif penilaian kembali;
(c) Jika ada, nama penilai independen;
(d) Hakikat setiap petunjuk yrrrg digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
dan
(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

135. Aset berscJanz.h dlungkapkan *ccla rlacl, antara laln nqmq Jents, kondtsl
dq'n lokast a*t dlno.ksud-

BUPATI TANA TORAJA t

EOFILUS ALLORERUNG


